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Abstrak

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional.  Pembangunan manusia dapat dilihat dari tingkat indeks pembangunan manusia yang diukur melalui tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Selain itu, tingkat IPM dapat dipengaruhi oleh adanya peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan PDRB.Model analisis dalam penelitian ini dan program regresi linier berganda digunakan untuk proses, asumsi klasik data uji ion dengan menggunakan SPSS 22. Hasil ini Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tambah petani (X1)signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y) di Propinsi Sumatera Utara, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2) signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Propinsi Sumatera Utara dan  Pemerintah Belanja sektor kesehatan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Manusia indeks (Y) di Propinsi Sumatera Utara. Menunjukkan belanja pemerintah sektor kesehatan (X2)belum cukup direalisasikan dengan baik sehingga tidak cukup kuat untuk meningkatkan indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian Belanja pemerintah pada sektor pendidikan (X1) berpengaruh dominan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di propinsi Sumatera Utara .
Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Nilai Tukar Petani, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan.

Abstrack
Human development is one of many factors in the implementation of national development efferts. Human development can be seen from the level of human development index as measured by level of education, health and living standards. In addition, HDI levels can be affected by per capita income and GDP growth. Model  analysis  in  this  study  and  the multiple  linear  regression  program  used  to process,  classical  assumpt ion  test  data  by  using  SPSS  22.The  results  of  this analysis  indicate  the exchange term of trades (X1) significantly affects the Human Development index, government  spending  education  sector  (X2)  significantly affects  the  Human  Development  Index  (Y)  in  North Sumatra Province end Government spending  health  sector  (X2)  no  significantly  affects  on  the  Human  Development index (Y) in North Sumatra province. Showed Government spending health sector (X2) has not been sufficiently realized so well that it is not strong enough boost human development   indxs   in  North Sumatera Province.The   results   of   the   research   of government  spending  on  education  sector  (X2)  the  dominant  effect  in  improving human development index in North Sumatra province.
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PENDAHULUAN
Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu proses pembangunan dan perekonomian. Akan tetapi di era sekarang ini, perekonomian dalam negeri harus menghadapi tantangan globalisasi. Jika globalisasi ini tidak diikuti dengan komponen-komponen yang mendukung, seperti Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka tentunya akan kalah dalam persaingan global.lapangan pekerjaan yang tersedia, di sektor manapun, memiliki persyaratan dalam merekrut karyawan atau tenaga kerjanya yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia tinggi. Namun  kenyataan yang terjadi di Sumatera Utara, kualitas Sumber Daya Manusia tidak sesuai dengan tuntutan global dan tidak seimbang dengan kenampakan alam atau keragaman sumberdaya alam yang ada. Hal ini terlihat jelas di daerah (Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Asahan, Nias Selatan, Humbang Hasudutan, Pakpak Bharat, batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas Nias Barat, Nias Utara dan Tanjung balai), di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten-kabupaten di kawasan tersebut masih di bawah kota/kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara. Padahal Sumatera Utara memiliki potensi yang mampu dikembangkan untuk meningkatkan eksistensi serta pembangunan daerah. Misalnya saja pembangunan di bidang industrialisasi, perdagangan, pariwisata, dan pertanian. Namun, karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kurangnya kalangan kaum intelektual yang mampu menyumbangkan daya kreasinya untuk pengembangan di berbagai sektor, menyebabkan perekonomian Sumatera Utara tidak mampu tumbuh secara optimal.
Menurut Lugastoro, (2013) pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (IPM) mempunyai hubungan timbal balik yang dapat diperkuat oleh campur tangan dari pemerintah. Ketika hubungan pertumbuhan ekonomi dan IPM kuat, mereka saling mendukung satu sama lain. Namun , ketika hubungan tersebut lemah mereka akan saling mengganggu dan merugikan satu sama lain. Oleh karena itu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM harus seimbang agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai Masyarakat Sumatera Utara yang sebagian besar tinggal di pedesaan menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Bahkan pemerintah Sumatera Utara menyatakan akan mendorong industrialisasi di sektor pertanian agar petani Sumatera Utara mendapat nilai tambah. 
Hal ini dikarenakan sektor pertanian memberikan mata pencaharian langsung dan tidak langsung untuk masyarakat pedesaan Jawa Timur serta telah memberikan kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk meningkatkan IPM.
Selain itu, proses produksi di sektor pertanian yang masih menggunakan cara tradisional dan sederhana menyebabkan kurang optimalnya hasil produksi di sektor ini.Sehingga hasil produksi pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan.Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat Jawa Timur yang menderita dan tidak mampu melakukan pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hidupnya.  Untuk melakukan proses produksi yang optimal pada sektor pertanian ini, dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas.Selain untuk mengoptimalkan proses produksi di sektor pertanian , sumberdaya manusia yang berkualitas secara tidak langsung juga mampu digunakan sebagai alat untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani. Jika NTP-nya rendah maka kemampuan petani untuk melakukan konsumsi rumah tangga (khususnya konsumsi dalam bidang pendidikan dan kesehatan) juga akan rendah. Sehingga proses produksi di sektor pertanian dan 
upaya peningkatan kualitas SDM akan mengalami hambatan
Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan banyak hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikkannya, beberapa negara maju menikmati taraf hidup tinggi dan terus bertambah. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perba ikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. 
Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksa naan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentuk an modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah manfaat dan meningkatkan kapasitas serta kualitas asset. Berdasarakan uraian di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan belanja operasional secara simultan berdampak terhadap jumlah aloksi belanja modal. Indeks pembangunan manusia dicerminkan oleh pembangunan berbagai macam sarana prasarana dan infrastruktur guna meningkatkan taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk serta tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan kebutuhan akan ketersediaan perumahan yang layak. Untuk ini maka pemerintah Sumatera Utara memerlukan alokasi belanja modal untuk mewujudakan pencapaian indeks pembangunan manusia yang baik
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Sistem perhitungan ini diperkenalkan oleh seorang ekonom bernama Amartya Send dan dibantu oleh Mahbub UI Hag, (1999)sehingga sering indeks ini disebut Indeks Sen. IPM mencakup 3 (tiga) komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living) (BPS, 2012).(Statistik, 2019)
Napitupulu, (2007), IPM adalah salah satu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Kualitas sumberdaya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan manusia (IPM). Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja penduduk. Produktivitas kerja yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin
Rumusan Masalah
Dari uraian fenomena latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah nilai tukar petani, pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indek Pembangunan Manusia di Propinsi Sumatera Utara ?
2. Diantara ketiga variabel bebas tersebut, manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap  indek pembangunan manusia ?
TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian Sebelumnya
Penelitian Aloysius Gunadi Brata, (2002) mengenai Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia . Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan multi persamaan dengan metode two-stage least square (TSLS). Penelitian Rinda Ayun Anggraini dan Luthfi Muta’ali (2010) tentang Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011.Bambang Bemby Soebyakto dan Abdul Bahir , (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Tipologi Dan Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian oleh Sanggelorang et al., (2015) mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri yang dikemukakan oleh Cutler dan Katz (1991). 
Penelitian yang dilakukan oleh K, Johana Maria (2011) mengenai Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan danKesehatan Terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusiadi Provinsi Jawa Tengah . 
Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yangnditerima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) dalam persentase. Nilai tukar petani juga merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani (Badan Pusat Statistik 2011).
Secara umum ada tiga pengertian Nilai Tukar Petani Ruauw, (2010) Pertama, jika NTP > 100, berarti petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar daripada konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Kedua, NTP = 100,berarti petani mengalami impas/break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.Ketiga, NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani periode sebelumnya. Hakekat dari pembangunan pertanian yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor pertanian. Mengingat sector pertanian merupakan sektor yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Menurut Simatupang, (1992) pertanian merupakan sektor perekonomian berbasis sumber daya lokal yang mempunyai peran yang cukup besar terhadap pembangunan suatu negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia.
Teori Pengeluaran Pemerintah
Menurut Mangkoesoebroto, (1993) pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Weager (dalam Mangkoesoebroto, 1993) mengemukakan, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran selalu meningkat/tidak stabil terjadinya fluktuasi yang cenderung tinggi. Kelima penyebab dimaksud adalah tuntutan peningkatan pertahanan dan keamanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birikrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.Weager mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukuman, yaitu : Apabilapendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.
Peacock dan Wiseman (dalam Mangkoesoebroto, 1993) mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggrannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak.
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 
Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Seseorang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya yang lebih layak dari batas minimum.. Pengaruh pendidikan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan keputusan, yang akan meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat seorang terhindar dari kondisi miskin. Alokasi anggaran pemerrintah di sektor pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. (Todaro, 2000)
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erta dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejateraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. (Todaro, 2000)
Indeks Pembangunan Manusia 
Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan Manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh United Nation Development Progamme (1990) dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.
Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia.Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (NurBaeti, 2013)
Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia Pengkuran Indeks Pembangunan Manusia menyangkup tiga indikator yang telah di sepakati oleh UNDP, berupa:1.Indeks Kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup pada saat lahir.2.Indeks pendidikan, dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.3.Indeks daya beli, dilihat dengan nilai pengeluaran per kapita.
Kerangka Konseptual
Berdasarkan kajian pustaka, dalam upaya peningkatan IPM pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, maka akan diteliti variabel-variabel yang berhubungan dengan perkembangan IPM yaitu: Nilai Tukar Petani, Pengeluaran Pemerintah Untuk pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan dengan kerangka pemikiran yang ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 

Metodelogi Penelitian
Populasi 
Populasi dari penelitian ini adalah Indek Pembangunan Manusia, Nilai Tambah Petani, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara. 
Sampel
Sampelnya adalah IPM, NTP, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini di Propinsi Sumatera Utara, dan time series selama 10 tahun yaitu dari  tahun 2010 – 2019. Dengan jumlah data secara keseluruhan dengan menggabungkan cross section dan time series dalam bentuk panel data menjadi sebanyak 40 data analisis. 
Teknik analisis Data
yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan menggunakan data time series Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005-2019. Bentuk umum dari regresi berganda adalah sebagai berikut:
Y= f (X1, X2, X3, ) ...(1)
Secara ekonometrika persamaan (1) diubah untuk menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dianalisis menggunakan teknik analasis regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:
Y= β0+ β1LnX1 +β2LnX2+β3LnX3+ ...(2)
Dimana :
Y=Indeks Pembangunan Manusia 
X1= Nilai Tukar Petani
X2 = Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan
X3 = Perngeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan
β0=Konstanta
β1... β3= Koefisien Regresi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistika induktif (statistika inferensial). statistika inferensial adalah statistika yang mempuyai tugas menganalisis dan mengambil kesimpulan serta membuat keputusan berdasarkan penganalisisan yang telah dilakukan, yang termasuk ke dalam statistika inferensial ini antara lain melakukan prediksi dan pengujian hipotesis. Statistika inferensial berkenaan dengan permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, misalnya melakukan pengujian hipotesis,  melakukan estimasi pengamatan masa mendatang (estimasi atau prediksi), membuat permodelan (korelasi, regresi, anova, deret waktu), dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum 
Adapun peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Nilai Tambah Petani, Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan dapat dilihat pada table berikut: 
Tabel 1 :Data IPM, NTP, Pengeluaran Pendidikan dan Pengeluaran Kesehatan
	Tahun 
	Indek Pembangunan Manusia
	Nilai Tukar  Petani
	Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan (dalam Jutaan)
	Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan (dalam Jutaan)

	2010
	67,09
	102,36
	6690,89
	2500,42

	2011
	67,34
	103,42
	7011,17
	2900,54

	2012
	67,74
	101,71
	7357,22
	3207,55

	2013
	68,36
	99,49
	7970,45
	3554,52

	2014
	68,87
	100,08
	8478,26
	3793,27

	2015
	69,51
	98,61
	8904,74
	4066,72

	2016
	70,00
	100,19
	9341,37
	4366,28

	2017
	70,57
	99,39
	9802,14
	4699,93

	2018
	71,18
	97,98
	10418,75
	4977,05

	2019
	71,74
	98,08
	10924,95
	5207,26


 Sumber : Data BPS 
Pada tabel di atas dari tahun 2010 hingga 2019 indek pembangunan manusia mengalami kenaikan yang cukup signifikan . hal ini menjadi sebuah masalah bagi Propinsi Sumatera Utara, sehingga perlu adanya yang harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan. Pada tabel diatas nilai tukar petani secara khusus mengalami fluaktasi kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian karna berkaitan dengan masa depan petani dalam produksi berkesinambungan produksi dan kemampuan tukar produk pertanian. Pengeluaran pemerintah propinsi pada sektor pendidikan dan kesehatan pada umumnya mengalami kenaikan, namun besaranya masih dibawah sektor yang lain jelas ini mendeskripsikan bahwa pemerintah masih kurang perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
Hasil uji normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test. Hasilnya adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	
	IPM
	NTP
	PPP
	PPK

	N
	10
	10
	10
	10

	Normal Parametersa
	Mean
	69.240000
	4.613329
	9.057303
	8.263223

	
	Std. Deviation
	1.6270901
	.0224567
	.1680793
	.2619324

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.122
	.210
	.120
	.074

	
	Positive
	.122
	.210
	.120
	.071

	
	Negative
	-.093
	-.102
	-.093
	-.074

	Kolmogorov-Smirnov Z
	.385
	.663
	.380
	.235

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.598
	.771
	.499
	310

	a. Test distribution is Normal.
	
	
	
	



Berdasarkan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig.(2-talied) masing-masing vaariabel X1 0,771, X2 0,499, X3 0,310, Y 0,598 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal.
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	 
	 

	
	NTP
	.660
	1.515

	
	PPP
	.713
	6.504

	
	PPK
	.713
	7.422

	a. Dependent Variable: IPM
	 
	 



Dari tabel ditas Coefficients nilai pada output menunjukkan hasil keberadaan multikolinearitas 
Bila VIF < 10,00 maka tidak terjadi gajala Multikolerasi
Bila VIF >10,00 maka tidak  gajala Multikolerasi
Dengan hasil :
Nilai Tolerance : X1 Nilai Tukar Petani 		= 0,660
		    X2 Output Jasa Pendidikan 	= 0,713
		    X3 Output Jasa Kesehatan		= 0,713
Nilai VIF 	: X1 Nilai tukar petani 	= 1,515
		   X2 output jasa pendidikan 	= 6,504
		   X3 output jasa kesehatan 	= 7,422
Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa data tidak ada yang multikolerasi sehinggan dapat dilanjutkan dengan uji autokorelasi .
Tabel 3 Uji Autokorelasi Data

	Model Summaryb

	Model
	 
	Durbin-Watson

	
	df2
	Sig. F Change
	

	1
	6
	.000
	2.187

	a. Predictors: (Constant), PPK, IPM, PPP
	 
	 
	 

	b. Dependent Variable: IPM
	 
	 
	 


Pada analisis regresi terlihat nilai DW 2.187 dan nilai DL 0,3760 dan DU 2.4137. DL < DW< yakni 0,3760 DL, 2,187DW, 2,4137DU. Berapa pada antara DL dan DU dan berada pada titik keragu-raguan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi yang lemah.
Tabel 4
Kontribusi dan korelasi bebas terhadap Variabel terikat
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Change Statistics

	
	
	
	
	
	R Square Change
	F Change

	1
	.898a
	.897
	.895
	.1101228
	.897
	65.923

	a. Predictors: (Constant), PPK, IPM, PPP
	 
	 

	b. Dependent Variable: IPM
	 
	 
	 



Dalam melihat pengaruh variabel independen nilai tukat petani, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan secara bersama-sama terhadap variabel independen IPM dapat dilihat pada tanel diatas, pada nilai R square. Besaran nilai R square (R2) pada tabel adalah 0,897. Angka tersebut mempunyai makna besarnya pengaruh NTP, pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan . yang berarti besarnya faktor yang mempengaruhi IPM sebesar 89,7 Besar sedangkan sisanya sebesar 10,3% di pengaruhi diluar model yang diteliti. 
Tabel 5 
Pengaruh variabel indepeden terhadap variabel dependen 

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	-66.420
	14.938
	 
	-4.446
	.004

	
	NTP
	6.418
	2.012
	.089
	3.190
	.019

	
	PPP
	14.420
	1.910
	1.490
	7.549
	.000

	
	PPK
	-2.971
	1.207
	-.478
	-2.461
	.049

	a. Dependent Variable: IPM
	 
	 
	 



Dalam hitungan SPSS yang tertera pada tabel Cofficients ditas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa pengaruh linear variabel nilai tukar petani dan variabel dependen IPM adalah 3.190. Hasil dari perhitungan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar 3,190 > t tabel sebesar 2.997. dengan demikian keputusan ialah Ho ditolak dan H1 di terima. Artinya ada pengaruh linear variabel independen nilai tambah petani berpengaruh terhadap variabel dependen IPM.
Dalam hitungan SPSS yang tertera pada tabel Cofficients ditas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa pengaruh linear variabel pengeluaran pendidikan dan variabel dependen IPM adalah 7.549. Hasil dari perhitungan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar 7,549 > t tabel sebesar 2.997. dengan demikian keputusan ialah Ho ditolak dan H1 di terima. Artinya ada pengaruh linear variabel independen pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap variabel dependen IPM.
Dalam hitungan SPSS yang tertera pada tabel Cofficients ditas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa pengaruh linear variabel pengeluaran kesehatan dan variabel dependen IPM adalah -2,461. Hasil dari perhitungan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar -2,461 > t tabel sebesar 2.997. dengan demikian keputusan ialah H1 ditolak dan Ho di terima. Artinya tidak ada pengaruh linear variabel independen pengeluaran kesehatan berpengaruh terhadap variabel dependen IPM.
Tabel 5 Kelayakan Model Regresi 
	ANOVAb

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	3.754
	3
	1.918
	6.923
	.000a

	
	Residual
	.073
	6
	.012
	
	

	
	Total
	3.827
	9
	
	
	

	a. Predictors: (Constant), PPK, NTP, PPP
	
	

	b. Dependent Variable: IPM
	
	
	



Menghitung nilia F tabel dengan ketentuan besar nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 dan nilai Degree Of Freedom dengan ketentuan Numeratur/vektor 1 : jumlah variabel -1 atau 4-1=3, dan dumerator/vektor 2 : jumlah kasus jumlah variabel atau 10-4=6. Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 3,71
Hasil perhitungan dengan SPSS didapatkan angka F hitung sebesar 6,923 > F tabel sebesar 3,71. Dengan demikian Ho di tolak dan H1 diterima artinya ada hubungan linier antara variabel independen nilai tambah petani, pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan dengan variabel dependen IPM. Dengan nilai sig 0,000 kesimpulan adalah model regresi diatas sudah layak dan benar.
1. Pengaruh Nilai tambah Petani terhadap IPM di Sumatera Utara
Hasil penelitian pengaruh NTP terhada IPM di propinsi Sumatera Utara menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan negatif. Hal ini dapat diketahui melalui hasil uji t yang menunjukkan bahwa NTP nilai probabilitasnya 0,019 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa NTP berpengaruh signifikan terhadap IPM. Koefisien NTP sebesar 6.418 yang berarti jika nilai NTP naik sebesar 5% maka IPM akan naik sebesar 32,09%
Peningkatan IPM di propinsi Sumatera Utara lebih diakibatkan karena adanya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan untuk pengalokasian IPM. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga petani menandakan bahwa mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan dibidang pendidikan dan kesehatan. Namun jika fasilitas pendidikan dan kesehatan sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia tidak tersedia secara merata dan pelayanannya tidak optimal, maka hasilnya sama saja. Akan ada pengaruh yang signifikan dari peningkatan pendapatan terhadap upaya peningkatan IPM  petani. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan NTP begitu memliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan IPM di Propinsi Sumatera Utara.
Penelitian ini sesuai dengna hasil penelitian (Rosidi, 2007) yang menyatakan jika indeks harga yang diterima petani dengan persentase lebih besar dari persentase indeks harga yang dibayar petani, maka NTP naik dan selanjutnya pendapatan petani akan mengalami peningkatan lebih besar dari tingkat pengeluaran. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara NTP dan Pertambahan pendapatan petani yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan.
Penelitian ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian Balitban propinsi Sumatera Utara (2011) yang menyatakan bahwa variabel NTP berpengaruh tidak signifikan terhadap perluasan kesempatan kerja sektor pertanian di Sumatera Utara dalam kurun waktu 1988-2009. Hasil estimasi pada penelitian Balitbang propinsu sumatera Utara menjelaskan bahwa meskipun indeks NTP meningkat, harga kebutuhan pokok juga mengalami peningkatan yang lebih cepat sehingga laju pertumbuhan sangat lambat.
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Terhadap IPM di Propinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa, variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di propinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat Hasil penelitian nilai probabilitasnya 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Koefisien pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebesar 14.420 yang berarti jika nilai pengeluaran pemerintah untuk pendidikan naik sebesar 5% maka IPM akan naik sebesar 72.1%. 
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dengan membangun infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk sumatera utara secara merata. Anggaran pendidika sebesar 20% APBD persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk pendidikan.
Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan agar mampu teralisasinya kesemua bagian pada sektor pendidikan sehingga indeks pembangunan manusia di propinsi Sumatera Utara dapat meningkat lebih baik dan melihat pertumbuhan peningkatan indeks pembangunan manusia yang lebih besar di Propinsi Sumatera Utara 
Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh tri Mariani (2010) dan Devyanti, (2012) dimana disebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). 
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Terhadap IPM di Propinsi Sumatera Utara
Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa, variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di propinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat Hasil penelitian nilai probabilitasnya 0,049 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Koefisien pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar -2.971 yang berarti jika nilai pengeluaran pemerintah sektor kesehatan naik sebesar 5% maka IPM akan turun sebesar -14,855%. 
Perbandingan dana pada sektor pendidikan yang lebih kecil akan menyebabkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan kurang mampu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Karena kecilnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan yang ada di propinsi Sumatera Utara, bahwa anggaran yag dikeluarkan untuk sektor kesehatan belum teralisasi dengan baik hal ini terlihat kerana sedikitnya pengeluaran pemerintah dan untuk dapat turun langsung untuk  meningkatkan fasilitas perlengkapan dan peralatan kesehatan supaya tingkat indek pembangunan manusia propinsi sumatera utara dapat meningkat lebih baik dan melihat pertumbuhan peningkatan indeks pembangunan manusia yang lebih besar.
Hal ini sesuai dengan penelitian astri Meylina (2013) dan Septiana M.M Sanggelorang (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NTP berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Alasannya karena NTP terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa pendapatan petani juga meningkat. Hal ini akan berdampak pada inflasi yang menyebabkan harga barang-barang keperluan pendidikan dan kesehatan juga akan meningkat, sehingga masyarakat petani mampu memprioritaskan pengeluarannya untuk belanja dalam rangka peningkata kualitas SDM.
2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Alasannya karena pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terus mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga indek pendidikan manusia mengalami peningkatan yang cukup signifikan di propinsi sumatera utara
3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Alasannya karena pengeluaran pemerintah ternyata masih belum mampu membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada di Propinsi Sumatera Utara, hal ini karena pemerintah propinsi sumatera Utara telah membangun bebrapa sarana kesehatan di beberapa tahun belakangan ini sehingga banyak memakan anggaran.
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